BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hak pendidikan untuk
penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan akomodasi yang layak sebagai
peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA dengan studi di Kabupaten
Bantul, belum sepenuhnya berproporsional dengan baik dikarenakan belum
optimalnya jumlah guru pendamping khusus yang tidak setara dengan jumlah
peserta didik penyandang disabilitas di sekolah inklusif Kabupaten bantul, dan
penerapan akomodasi yang layak di sekolah yang berbeda.

Dalam memberikan akomodasi yang layak untuk penyandang
disabilitas sebagai peserta didik terdapat kendala oleh lembaga penyelenggara
pendidikan seperti kurangnya guru pendamping khusus di sekolah inklusif
Kabupaten Bantul. Tidak sejahteranya jumlah guru pendamping khusus di
pendidikan inklusif diperlukan kaloborasi aktif antara lembaga penyelenggara
pendidikan dengan perangkat pemerintah daerah yang memiliki wewenang di
bidang pendidikan untuk memastikan pemberian akomodasi yang layak
diberikan secara proporsional dan konsisten, sebagaimana yang tertuang dalam
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal
10 hurufd. Dengan demikian implementasi akomodasi yang layak di pendidikan
inklusif jenjang SMA di Kabupaten Bantul bagi peserta didik penyandang

disabilitas dapat sesuai dengan regulasi peraturan pada Peraturan Daerah Daerah
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Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan,
Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka saran yang
dapat diberikan yaitu:

1. Mengadakan kolaborasi yang efektif antar Lembaga Penyelenggara
Pendidikan dengan Pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga DIY untuk memastikan penerapan Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 terkait akomodasi yang layak
kepada peserta didik penyandang disabilitas di pendidikan inklusif secara
konsisten. Kaloborasi yang dilakukan dapat pembentukan tim pengawasan
untuk melakukan evaluasi secara rutin terhadap regulasi dan memberikan
rekomendasi perbaikan atau modifikasi terhadap kendala yang dialami
Lembaga Penyelenggara Pendidikan.

2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dapat melakukan atau
mengadakan pelatihan pendidikan inklusif kepada guru yang tidak memiliki
latar belakang pendidikan khusus atau luar biasa, sehingga dapat
menanggulangi kendala terhadap kurangnya guru pendamping khusus di
sekolah inklusif yang tidak sesuai dengan jumlah peserta didik penyandang
disabilitas, dan dapat memberi usulan kepada perguruan tinggi yang
memiliki program jurusan keguruan agar calon sarjana keguruan di bekali
ilmu dan pengajaran yang berkaitan dengan praktik pendampingan dalam

pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas, hal ini dapat disesuaikan
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dengan kurikulum yang dilaksanakan perguruan tinggi sehingga dapat
memberi bantuan secara berkesinambungan kepada pemerintah termasuk
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dalam melakukan pengadaan
guru pendamping khusus. Hal ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk
menyeimbangkan distribusi guru pendamping khusus yang mendaftar di
Daerah Istimewa Yogyakarta

Salah satu program dari peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
dalam membentuk Unit Layanan Disabilitas agar segera dituntaskan. Hal ini
diharapkan dapat membantu Dinas dalam melaksanakan peran untuk
mengurus dan menangani kendala sekolah inklusif di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Sehingga jika terdapat kendala dikemudian hari oleh
Lembaga Penyelenggara Penddikan, dapat segera ditangani oleh Unit
Layanan Disabilitas.

. Peran aktif lembaga pemerintah terkait seperti Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga DIY dan Balai Pendidikan Menengah Bantul untuk
mendukung penuh penerapan akomodasi yang layak bagi peserta didik
penyandang disabiltas dengan membahas isu- isu terkait hak pendidikan
disabilitas anti diskriminasi. Tidak hanya sekedar membahas, melainkan
melakukan penanganan terhadap isu- isu yang terjadi agar kasus- kasus
penolakan terhadap penyandang disabilitas dipastikan tidak akan terulang
kembali, mengingat bahwa hak-hak setiap warga negara mendapatkan
pendidikan bermutu yang berkaitan dengan tujuan dari negara mencerdaskan

kehidupan bangsa.
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1. Foto wawancara dengan narasumber bagian sarana dan prasarana di Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahrgara DIY

2. Foto wawancara dengan narasumber bagian pelayanan pendidikan Balai

Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul




71

3. Foto wawancara dengan narasumber tenaga pendidik di SMA Negeri 1

Sewon Bantul

4. Foto wawancara dengan narasumber tenaga pendidik di SMK Negeri 2

Kasihan Bantul






